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Empat Parpol Diminta Perbaiki L aporan

¥ Dana Kampanye

UNGARAN - KPU Kabupaten Semarang meminta
empat partai politik (parpol) untuk memperbaiki
laporan awal dana kampanye (LADK) yang
sebelumnya diserahkan ke lembaga penyelenggara
pemilu tersebut.

Keempat parpol tersebut adalah
PPP, PAN, PSI, dan PBB. Perbaikan
perludilakukan karena ada beberapa
dokumen persyaratan yang dinilai
kurang, "' Untuk perbaikan LADK

diberi waktis, molai 23-27 Septem-

ber 2018,” kata Komisioner KPU
Kabupaten Semarang, Divisi Peren-
canaan dan Data, Maskup Asyadi,

Selasa (25/9).

LADK yang diberikan masing-
masing parpol besarannya terpantau
beragam. Dana awal PBB tercatat
paling kecil, yakni Rp 50.000.

Sementara dana awal terbesar dari -

PDIP yakni Rp 10.001.425.
Adapun rinciannya, PKB mela-
porkan LADK sebesar Rp | juta.

Kemudian Partai Gerindra (Rp |
juta), PDIP (Rp 10.001.425), Partai
Golkar (Rp 500 ribu), Nasdem (Rp
500ribu), Partai Gerakan Perubahan
Indonesia (Rp 200 ribu), Partai
Berkarya (Rp 100 ribu), PKS (Rp
500 ribu), Partai Persatuan Indo-
nesia(Rp 1 juta), PPP (Rp 500 ribu),
PSI(Rp 100ribu), PAN (1 juta), Par-
tai Hanura (Rp 500 ribu), Partai De-
mokrat (1 juta), dan PBB (50 ribu).
Belum Ada Dana

Terpisah, Ketua DPC PBB
Kabupaten Semarang, Nurdin Jadid
membenarkan bila LADK yang
dilaporkan ke KPU sebesar Rp 50
ribu. Alasannya, karena belum ada

~dana maupun sumbangan yang

masuk dari internal parpol.
"tu uang saya sendiri, me-
nyusul sampai sekarang memang
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belum ada dana yang masuk,”
ujamya.

Anggota Bawaslu Kabupaten
Semarang, Divisi Penindakan Pe-
langgaran, Agus Riyanto menandas-
kan, hingga kemarin di Kabupaten
Semarang belum ditemukan sen-
gketa Pemilu.

Iamenyarankan, kepada seluruh
parpol untuk berkoordinasi dengan
KPU, Bawaslu, dan Polri terkat ren-
cana kegiatan yang akan dilakukan.

Tujuannya, agar penyelenggara
maupun pengawas bisa mengantisi-
pasi hal-hal yang mengarah ke
pelanggaran. "Dengan demikian,
tidak ada sidang sengketa di peng-
adilan, Tidak seperti di wilayah lain,
Kalau pun tidak ada pelanggaran, itu
keberhasilan kita semua,” tandas-
nya.(H86-22)




